SALINAN

BUPATI PURWOREJO
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 2 TAHRUN 2016

TENTANG
PENCELCLAAN RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI FURWORE.JO,

Menimbang @ a. bahwa dalam upaya pemenuhan kebutuhan rumah
tinggal yang bermartabat, nyaman, aman dan schat
bagi masyarakat perkotaan di Kabupaten Purworgjo,
khususnya masyarakat berpenghasilan rendah,
Pemerintah Kabupaten Purworejo akan mengelola
dan memanfastkan barang wmilik negara berupa
bangunan Rumah Susun Sederhana Sewa yang
berada di wilayah Kabupaten Purwarejo;

b. bahws bangunan Rumah Susun S3ederhana Sewa
scbagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dikelola
agar keberadaan rumah susun sederhana sewa
tersebuit dapat berdayaguna dan berhasilguna seria
mencapai  tujuan, target dan sasaran  yang
diharapkan,

¢. bahwa 1untuk memberikan pedoman dalam
pengelolaan rumah susun  sederhana sewa
sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu disusun
peraturan tentang pengelolaan rumah susun
sederhana scwa yang ditetapkan dengan Peraturan
Bupat;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan scbagaimana
dimaksud dalam huruf a, huraf b, dan hurf ¢,
perlu menetapkan Peraturan Bupat tentang
Pengelojaan Rumah Susun Sederhana Sewas,

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat {6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Dacrah-daerah Kabupaten Dalam

Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;




3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Decrah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomeor 5587),
8¢ i telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan dengan Undeng-Undang Nomor 9 Tahun
2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679;

4. Peraturan FPemerintah Nomor 4 Tahun 1988
tentang Rumah Susun {Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3372}

5. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor
14/PERMEN/M/2007 tentang Pengelolaan Rumah
Susun Sederhana Sewa;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN
RUMAH SUSUN SEDERNAHA SEWA.

BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adaleh Kabupaten Purwerejo.

2, Pemerintah Daerah adalah Bupati sebegai unsur penyelenggars
femerintahan Daerai yang memimpin pelaksanaan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonon.

3. Bupati adatah Bupati Purworejo.

4. Rummah Susun Sederhana Sewa, yang selanjutnya discbut
Rusunawa, adalah bangunen gedung bertingkat yang dibangun
dalam suatu lingkungan ysng terbag dalam bagian-bagian yang
distrukturken secara fungsional dalam arah horisontal maupun
vertikal dan menipakan satuan-satuan yang masing-masing
digunakan secars terpisah, status penguassannya Sewa serta
dibangun dengan menggunakan dana Anggaran Fendapatan dan
Belanja Negoara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah denpan fungsi utamanya sebagai hunian.

5. Satuan Rumah Susun Sederhana Sewa, yang seianjutnya discbut
Sarusunawa, adalah unit hunian pada Rusunawa yang cdapat
digunakan secara perorangan berdasarkan ketenluan perscwaan
dan mempunyai sarane penghubung ke jalan umum.

6. Pengelola adalah Perangkat Dearash yang ditunjuk oleh Bupati
untuk melaksanakan sebagian fungsi pengelolaan Rusunawa.



7. Masyarakat Berpenghasilan Rendah, yang selanjutnya disingkat
MBR, adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli
schingga perlu mendapat dukungan pemerintah/Pemerintah
Daerah sebagai Penghuni Sarusunawa.

8. Penghuni adalah warga negara Indonesia yang termasuk dalam
kelompok MBR yang ditetapkan sebagai Penghuni den melakukan
perjanjian sewa menyewa Sarusunawa dengan Pengeiola.

9. Pengelolarn adalah upaya terpadu yang dilakukan oleh pengelola
atas barang milik daermh yang berupa Rusunawa dengan
melestarikan fungsi Rusunawa yang meliputh kebijakan
perencansan, pengadaan, penggunaan, pemanfaaian, pengamanan
dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan,
penatausahaan, pembinasn, pengawasan dan pengendalian
Rusunawa.

10. Pemanfaatan adalah pendayagunasn barang milik dacrah yang
berupa Rusunawa untuk dipergunekan sesuai dengan tugas pokok
dan fungsi perangkat dacrah, dalam bentuk sewa dengan tidak
mengubah siatua kepemilikan yang dilaltukan oleh pengeloia untus
memfungsikan Rusunawa sesugi dengan aturan yang telah
ditetapkan.

11.Tarif Sewa adalah jumlah atau nilai tertentu dalam bentuk
gejumlah nominal uang sebagai pembayaran atas sewa Sarusunawa
dan/atai: sewa bukan hunian Rusunawa untuk jangka waktu
tertentu.

12. Uang jaminen adalah sejumlah uang yang besarannya ditetapkan
oleh Pengelola yang wajib diserahken oleh Penghuni kepada
Pengelola pada saat penandatanganan penjanjian sewa MeEnyewa
untuk menjamin dipenuhinya kewajiban Penghuni.

13.Denda adsalah sejumlah uang yang besarannya ditetapkan oleh
Pengelela dan  dikenakan Pengelola kepada Penghuni  atas
keterlambatan pembayaran yang menjadi kewajiban penghuni serta
pelanggaran terhadap tata tertib penghunian sesuai dengan
peraturan yang telah ditetapkan.

14. Paguyuban adalah kumpulan yang dibentuk dan beranggotakan
Penghuni dengan kepengurusan dari ¢an dipilih oieh Penghurni.

Pasal 2

Pengelolaan Rusunawa berasaskan kesejahteraan, keadilan den
pemerataan, kenasionalan,  keterjangkauan  dan kxemudahan,
keefisicnan dan kemanfaatan, kemandirian den kebersamaan,
kemitraan, keserasian dan keseimbangan, keterpaduan, kesehatan,
kelestarian dan berkelanjutan, keselamatan, kenyamanan dan
kemudahan, serta keamenan, ketertiban, dan keteraturan,

Pasaj 3

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adaleh untuk memberikan
acuan dalam pengelolaan Rusunawa seoptimal mungkin sehingga
keberadann Rusunawa dapat berdayaguna dan berhasilguna serta
tercapai tujuan, target dan sasaran yang diharapkan.



Pasal 4

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk:

a.

menjamin tereujudnya Rusunawa yang layak huni dan terjangkau
dalam linglungan yang sehat, aman, harmonis, dan berkelanjutan
serta menciptakan permukiman yang terpadu guna membangun
ketahanan ekonomi, sosial dan budaya;

mengurangi luasan dan mencegah tmbulnya perumahan dan
permukiman kamuh,

mengarahkan pengembangan kawasan perkotaan yang serasi,
aeimbang, efisien, dan produktif;

memenuhi kebutuhan sosial dan ekonomi yang menunjang
kehidupan penghuni dan masyarakat dengan tetap mengutamakan
tujuan pemenuhan kebutuhan perumahan dan permukiman yang
layak, terutama bagi MBR;

menjamin terpenuhinye kebutuhan rumah susun yang layak dan
terjangkau, terutama bagi MBR delam lingkungen yang sehat,
aman, harmonis, dan berkelanjutan dalam suatu sistem tata kelola
perumahan dan permulkiman yang terpadu; dan

memberikan kepastian hukum dalarm penyediaan, kepenghunian,
dan pengelalaan Rusunawa.

Pasal 5

Ruang lingkup pengelolagn Rusunawa meliputi:

B.

pemanfaatan fisik bangunsn Rusunawa yang mencakup
pemanfaatan ruang dan bangunan, termasuk pemelihersan,
perawntan, serta peningkatan kualitas prasarana, sarana dan
utilitas,

kelembagaan yang mencakup tugas, hek, kewajiban dan larangan
pengelola serta peran Pemerintah Deerah;

kepenghunian yang mencakup kelompok sasaran penghuri, proses
penghunian, penetapan calon penghuni, perjanjiar sewa menyewa
serta hak, kewajiban dan tfarangan penghuni;

penatausahaan kouangan yang mencakup sumber keuangen, tarif
sewa, pemanfaatan hasil sewn, pencatatan dan pelaporan; dan
pengembangan bangunen Rusunawa.

BAB 11

PEMANFAATAN FISIK BANGUNAN RUSUNAWA

Bagian Kesatu
Linglup Pemanfaatan Fisik

Pasal 6

1) Pemanfaatan fisilk banpgunan Rusunawa merupakan kegiatan:

a. pemanfagtan ruang hunian; dan
b. pemanfsatan ruang bukan hunian,



(2) Pemanfaatan fisik bapgunan Rusunawa scbagaimana dimaksud
pada ayat {1) mencakup kegiatan pemeliharaan, perawatan scrta
peningkatan kualitas bangunan prasarana, sarana dan ufilitas.

(3) Prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2] terdiri dari jalan,
tangga, selasar, drainase, sistetn air limbah, persampahan dan air
bersih.

(4] Sarana scbagaimana dimaksud padaayat (2} terdin dari sarana
pendidikan, kesshatan, peribadatan, dan clahraga.

(5) Utilitas sebegaimana dimaksud pada ayat (2] terdini dan jaringan
listrik, air bersih, air limbah dan perlengkapan pemadam
kebakaran.

Bagian Kedua
Pemanfaatan Ruang

Pasal 7

Pemanfastan ruang hunian sebapgaimana dimaksud dalam Pasal 6

ayat [1) huruf a wajib meraperhatikan hai-hal sebagai berikut:

a. pemindahan dan pengubahan perletakan atau bentuk elemen
Sarusunawa hanya dapat dilakukan oleh Pengelola;

b. elemen sehagaimana dimaksud pada huruf a adalah komponen dan
kelengkapan rinei bangunan yang membentuk fungsi dan gaya
argitektur bangunan termasuk disntaranya atap, [angit-langit,
kolom, balok, dinding, pintu, jenidela, lantai, tangga, balustrade,
komponen pencahayaan, komponen penghawasn dan komponen
mekarnik;

¢. penataan dan pengaturen barang dalam Serusunawe tdak
menghalangi jendela yang dapat menghambat sirkulasi udare dan
cahaya,;

d. pencrpatan sekat pemisah antar ruang tidak mengangga struktur
hangunan; dan

e. pemanfaatan dapur, ruang jemur dan mandi cuci kakus (MCK)
serta fungsi ruang lainnys yang berada dalam satuan hunian
dilakukan cleh penghuni.

Pagal 8

(1) Pemanfaatan ruang bukan hunian sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 6 ayat (1) huruf b wajib memperhatikan hal-hal sebagai
berikut:

4. satuan bukan hunian yang ada pada bangunan Rusunawa hanya
dipergunakan untuk kegiatan ekonomi dan sosial serta tidak
dapat difungsikan sebagai humian atau dialih fungsikan untuk
kepiatan lain;

b. peinksanaan kegiatan ekonomi pada satuan bukan hunian haryn
dapat dilakmican melalui koperasi/paguyuban Penghuni;



(2)

(1)

(2)

3

{4

{1}

c. satuan bukan hunian difungsikan untisk melayani kebutuhan
Penghuni;

d. pemanfastan ruang pada satuan bukan hunian tidak melebihi
batas satuan tersebut;

e, pemanfaatan ruang lantai dasar untuk tempat usaha dan sarana
sosial sesuai ketetapan Pengelola; dan

{. pemanfaatan dapur, rueng jemur, mandi cuci kakus {MCK),
ruang serbaguna, ruang belajar dan ruang penerima tamu serta
sarana lain bagi lansia dan penyandang cacat yang berada di juar
satuan hunian dilakukan secars bersama.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan ruang bukan hunian

sebagaimana yang dimaksud pada ayet (1) ditetapkan oieh
Pengelola.
Bagian Ketiga
Pemanfaatan Bangunan
Pasal &

Pemanfaatar bangunan Rusunawa oleh Penghuni dalam rangka

terpeliharanya dan terawatnya bangunan Rusunawa wajib

memperhatiican hal-hal sebagai berilout:

a. pemenfaatan bagian atap (roof] karus disesuaikan dengan daye
dukung struktur bangunan Rusunawa;

b. pemanfaatan bagian bangunan balkon atau dinding bangunan
hanya dapat digunakan untuk tanaman dalam pot/gantung;

c. ruang bawah tangga ftidak dapat dimanfaatkan untuk
kepentingan pribadi; dan

d. dinding bagian dalam bangunan dapat dimanfaatken untuk
menempatkan papan informasi.

Pemarnfaatan bangunan Rusunawa scbagaimana dimaksud pada
ayat (1) termasuk bangunan prasarana dan sarana yang cdapat
dimanfaatkan bersama oleh Penghuni dan Pengelola.

Pemanfaatan bangunan presarana dan sarana yang dilakukan oleh
Penghuni tidek holeh mengganggu Penghuni lamnya.

Pemanfaatan bangunan Rusunaws sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan berdasarkan kescpakatan antara Pengelola
denpgan Penghuni sesuai dengan perjaniian sewge menyewa.

Bagian Keempat
Pemeliharaan

Pasal 10

Pemeliharaan bangunan Rusunawa adalah kegiatan menjaga
keandalan bangunsn Rusunawa beserta prasarana den sarananya

agar bangunan Rusunawa tetap laik fungsi.



{2) Pemeliharaan bangunan Rusunawa sebagajma:tm dimaksud peada
ayat (1) dilakukan oleh pengelola yang meliput! praaaransa, sarana
dan utilitas Rusunawa.

Bagian Kelima

Perawatan
Pasal 11

{1} Perawaian bangunan Rusunawa adelah kegiatan memperbaiki
dan/atau mengganti bagian bangunan Rusunawa dan/aten
kemponen, bahan bangunan, danfatau presarana dan sarand agar
bangunan Rusunawa tetap laik fungsi.

(2) Kegintan perawatan sebagaimane dimaksud paeds ayat [1) terdin
dari:

a. perawatan rutin;
b. perawatan berkala; dan
c. perawatan mendesak/perawatan daturat.

[(3) Pengelola melakuksan pemeriksaan rutin terhadap bangunan
Rusunawa dan apabila ditemukan kerusakan pada banguran
Rusunawa maka pengelola. wajib menentukan jenis perawatan dan
penganggaran biaya yang dibutuhkan.

(4) Perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat {1) dilakukan sesuai
tingkat kerusakan terhadap bangunan Rusunawa.

Bagian Keenam
Peningkatan Kualitas Prasarana, Sarana dan Utlitas

Pasal 12
Pengelola wajib melakukan peningkatan kualitas prasarana, sarana
dan utilitas yang tersedia di kawssan Husunawa dar kondisi yang
kurang baik menjadi lebih baik, nyaman dan aman sesuni dengan
kebutuhan,

BAB ITI

KELEMBAGAAN

Bagian Kesatu
Pengeloia

Pasal 13

(1) Bupati sebagai pemegang kckuasasn pengelolasn barang milik
daerah berwenang dan bertanggungawab atas pembinaan dan
pelaksanaan pengelolaan Rusunawa.



() Sekretaris Daerah selaku pengelola barang milik daerah, berwenang
dan bertanggung jawab mengatur pelaksanaan pengelolaan
Rusunawa setelah mendapatkan persetujuan Bupati.

(3) Bupati menunjuk Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan
fungsi menangani urusan perumahan sebagai Pengelola.

{4] Perangkat Daerah sebagaimana dimaisud pada ayat (3} berwenang
dan bertanggung jawab menyelengparakan pelayanan umum dalam
pengelolaan Rusunawa.

Pasal 14

Dalam rangke melaksanakan sebagian tugas dan fungsi pengelolaan
Rusunawa pada Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal
13 ayat (3) dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis berdasarkan
ketenturn peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Tugas Pengeiola

Pasal 15

Pengelola bertugas melakukan pengelolaan  Rusunawa  untuk
menciptakan kenysmanan dan kelayakan hunian dan bukan hunian
serta kelangsungan umur bangunan Rusunawa.

Hak, Kewajiban dan Larangan Pengelola

Pasal 16

Pengelola berhak:

n. melakukan seleksi dan menetapkan calon penghunk;

b. memutuskan perjanjian sewa menyews apabila penghuni tidak
melaksanakan kewajiban dan/atau melanggar larangan;

c. menarik uang sewa dan iuran lain yeng telah ditetapkan, seperti
air bersih sampah, listrik, serta air limbah sesuai kesepakatan dan
menerima pendapatan lain-lain dari pemanfaatan bangunan
Rusunawa dan lingkungannya;

d. memberikan sanksi denda atas keterlambatan pembayaran yang
menjadi kewajiban penghuni serta pelanggaran terhadap tata tertib
penghunian sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan;

e. melaksanakan pengaturan dan penertiban administrasi berkaitan
dengan hak, kewajiban dan larangan penghuni;

[. melaksanakan pengaturan den penertiban teknis berkaitan dengan
pengelolaan Rusunawa; dan

g menerapkan sanksi administratif kepada penghuni dan pengguna
yang memanfaatkan fasilitas Rusunawa.



Pasal 17

Penpelola berkewajiban:

a.

b,

.‘:l

menyiapkan perjanjian sewn menyewa dengan calon penghuni;
melakukan pemerikssan bersama perangkat daerah terkait yang
membidangi bangunan agar bangunan Rusunawa layak huni;
menyediakan sarana hunian Rusunawa termasuk menyediakan
sarana sosial;

melakukan perawatan, pemeliharaan, perbaikan secara teratur
terhadap seluruh elemen dan komponen Rusunawa serta inspeksi;
menjaga situasi dan kondisi keamanan lingkungan dan menjalin
kerjasama dengan aparat keamnanan;

mengadakan sosialisasi berkala termasuk pelatihan dan bimbingan
tentang keadaan darurat dan baheya kebakaran kepada penghuini;
menvediakan satuan hunian darurat apabila terjadi kerusakan
pada satuan hunian yang ditempati penghuni;

mengembealikan uang jaminan dari penghuni, apabila terjadi
pemutusan perjanjian sewa menyewa antara pengelola dan
penghuni sesual peraturan yang ditetapkan;

menanggapi permintaan/kefuhan atas laporan yang disampaikan
olch penghuni;

memonitor fungsi jaringan pipa pemadam kebakaran beserta
peralatannya secara rutin paling lama 6 (enam) bulan sekali;
menyediakan prasarena dasar listrik dan air bersih sesuai yang
telah disepakati dalam perjanjian sewa menyewa Sarisunawa;
menyusun tata tertib dan aturan penghunian serta memberikan
penjelasannya kepada penghuni, termasuk hak, kewajiban dan
larangan;

. memonitor kesesuajan/kebenaran penghuni yeng tinggal di

Rusunawa sesuai dengan perjanjian sewa menyewa yang tclah
ditandatenpani secara rutin 1 {satu) sampai dengan 2 (dua) bulan
sekali;

menjaga, merawat danr memelihara prasarana, sarana dan utilitas;
dan

membuat laporan bulattan dan tahunan pelaksanaan pengelolaan
Rusunawa yang meliputi laporan operasional dan iaporan keuangan
kepada Bupati.

Pasal 18

Pengelola dilerang:

a+

b.

membataikan perjanjian sewa menyewa sccara sepibak tanpa
alazan yang dapat dipertangpungjawabkat;

memutus secara sepihak pemanfsatan layanan suplai listrik, air
bersih dan utilitas lain yang digunakan oleh penghuni sesuai
perjanjian sewa menyews;

mencegah informasi, pendampingan dan penyulihan  yang
mernpaken hak penghuni;

. memungut biaya-biaya lain secara sepihak selain yang tercantum

dalam perjanjian sewa menyecwa;



e. menggangpu kenyamanan penghuni Rusunawa seria penggung
bukan hunian; dan

f. memasuksn orang/barang yang tidak sesuai dengan ketentuan
pengelolaan Rusunawa di dalam atau di luar hunian dan

lingikungan Ruaunawa.

BAB IV
KEPENGHUNIAN

Bagian Kesatu
Sasaran Penghuru

Pasal 19

(1) Sasaran Penghuni adatah:

a. warga negara Indonesia diutamakan penduduk Kabupaten
Purworejo;

b. MBER;

¢. belum memiiiki rumah/tempat tinggal yang dibuktikan dengan
Surat Keterangan dari Kepala Desa/ Lursh dan diketahui
Camat; dan

d. sudah/pernal: herkeluarga.

{2} Penghuni yang kemampuan ekonominya telah meningkat menjadi
lebih baik harus melepaskan haknya sebagat Penghuni.

{3) Pelepasan hak scbhagai Penghuni sebagaimana dimaksud pada
ayet (2) berdasarkan hasil evaluasi secara berkala yang dilakulkan
oleh Pengelola.

Bagian Kedua
Proses Penghunian

Paragraf 1
Pendaftaran Calont Penghuni

Pasal 20

(1) Calen Penghuni wajib mengajukan permohonan pendaftaran
kepada Pupati.

(2) Permohonan pendaftaran calon Penghuni sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dilampiri dengan persyaratan sebagai berikut:

a, fotokopi Karta Tanda Penduduk;

b. fotokopi karty keluarga yang masih berlaku,

c. surat keterangan belum memilili rumah/tempat tinggal yang
diterbitican oieh Kepala Dess/ Lurah dan diketahuai Camagt;

d. fotokopi akta nikah/ akia cerai;

e. surat pernyataan bersedia  melepaskan haknya sebagai
Penghuni apabila kemampuan ckonominya telah meningkat.



Pasal 21

(1) Permohonan pendaftaran sebagai Penghuni diajukan secara tertulis
kepada Bupati yang disampaikan melalui Pengelola dengan cara
mengist formutir pendaftaran yang telah disediaikan.

{2} Formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat {1} dapat
diperoleh di kantor Pengelola yang berada di Rusunawa.

{3) Permohonan pendaftaran berupa formulir pendaftaran yang telah
diisi lengkap dan benar disampaikan oleh calon Penghuni kepada
Pengelola dengan disertai persyaratan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 13 ayat {2}.

{4} Pengelola mermeriksa/ meneliti permohoran pendaftaran beseria
persyaratannya dengan meminta kepada calon Penghuni untuk
menunjukkan dokumen ask dalam hel dokumen petrsyaratan yang
dilampirkan berupa fotokopi.

(5) Pengelola mengembalikan perrnohonan pendaftaran yang belum
lengkap dan benar kepada calon Penghuni untuk dilengkapi den
dibenarkan.

Paragraf 2
Penetapan Calen Penghuni

Pasal 22

Berdasarkan pendaftaran calon penghuni scbagaimana dimaksud
dalam Pasal 21 Bupsat melalui Pengelola menetapkan calon Penghuni
dengen ketentuan scbagai berikut:

a. menyeleksi calon Penghuni yeng tslah mendaftar dan telah
memenuhi persyaratan;

b. menetapkan pemohon yang ditunjuk sebagei calon Penghuni;

c. menetapkan dafter tungga calon Penghuni yang memenuhi syarat

dan lulus aeleksi;

mengumumkan dan memanggil calon Penghuni;

meminta Penghuni untuk mengisi surat pernyataan untuk

mematithi tata tertib penghunian;

membacakan dan memberitahukan hak dan kewajiban Penghuni

kepada Penghuni, sebelum penandatanganan perjanjian sewa

menyewa;

g menyampaikan surat pengantar dari Pengelola untuk disampaiken
kepada ketua paguyuban sctempat untuk dicatat dan digunakan
schagai buiti bahwa calon Penghuni yang bersangkutan dinyatakan
resmi merjadi Penghuni; dan

h. memberikan surat pembatalan penghunian kepada calon
penghini yang tidak memenuhi syarat.
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Bagian Ketiga
Perjanjian Sewa Menyewn

Pasal 23

{1} Perjanjian sewa menyewa Sarusunawa paling sedikit memuat:
identitas kedua belah pihak;

waktu tetjadinya kesepakatan;

besaran sewa,

hak, kewajibat dan larangan para pihak;

jangke waktu dan berakhimya perjaryjian;

keadaan diluar kemarnpuan (force majeur);

penyelesaian perselisihan; dan

sanksi atas pelanggaran.
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(2] Peanjian sewa menyewa sebagaimena dimaksud pada ayat (1)

ditandatangani olch Pengelola dan Penghuni,

{3} Penjanjian sewa menycwas scbagaimana dimakaud pada ayat (1}

diseiapkan cleh Pengelola.

Bagian Keempat
Hak, Kewnjiban dan Larangan Penghuni

Paszal 24

(1) Penghuni berhak:

a. memanfaatkan satuan buken hunian yang disews untuk

kegintan usaha melelui koperasif paguyuban;

b. mendapatkan Jayanan suplai lisinik, sir bersih, pemabuangan air

kotor dan/fatau air limbah;

c. mengajukan keberatan atas pelayanan kondisi lingkungan
hunian yang kurang diperhatikan atau terawat kepada

Pengelola;

d. mendapat pelayanan atas perbaiken kerusakan bangunan,
prasarana dan sarana dan utilitas umum yang bukan

disebabkan oleh Penghuni;
memanfaatkan sarana sosial;

™o

Penghuni yang meninggel dunia;
Pengelola aaat dilakukan perbaikan pada satuan hunian;

T

komunikagi dan sosialisasi guna kepentingan bersama;

-t
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maupun psikologis;

mendapat pelayanan ruang duka pada ruang serba guna bagi
menempati satuan hunian cadangan yan disiapkan oleh
menjadi anggota paguyuban yang dimanfaatkan sebagai wadah

mendapat ketentraman dan privasi terhadap gangguan fisik

J- mengetahul kekuatan komponen struktur menyangkut daya

dukung dan keamanan fsik bangunan;



k. mendapat pendempingan mengenai penghunian dari Pengelola;

l. mendapat peniciasan, peclatthan dan  himbingan tentang
penanggulangan bencana, bahaya kebakaran dan evaluasi,
pengelolaan sampah, pembuangan limbak, penghernatan air,
listrik dan lainnya; dan

m. memanfagtkan prasarana, sarana dan utilitas sesuai dengan
fungsi.

{2} Penghuni yang memiliki cacat fsik den tanjut usia berhak

mendapatkan perlakuan khusus.

4) Perlakuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliput

penempatan ruang hunian dan mobilitas,

Pasal 25

Penphuni berkewajiban:

a. mentaati peraturan, tata tertib ecerta menjaga ketertiban
lingkungan;

b. mengikuti aturan tentang kemampuan daya dukung yang telah
ditetapkan Pengelols;

¢. memelihars, merawat, menjaga kebersihan satuan hunian dan
sSArana urmum serta berpartisipasi dalam pemeliharaannya;

d. membuang sampah di tempat yang telah ditentukan secara rapi
dan teratur;

e. membayar biaya pemakaian sarana air bersih, listrik, sampah dan
air limbah;

{. membayar uang sewa dan jamHEnan wang sewa,

g. melaporkan pada Pengelola apabila mengetahul adanys kerusakan
pada prasarana, sarena dan utilitas di Rusunawa,

h., membayar ganti rugi untuk setiap kerusakan yang diakibatkan
kelalaian Penghuni;

i. menposongkan ruang hunian pads saat perjanjian sewa menyewa
berakhir;

j- berpartisipasi delam menciptakan lingkungan dan kehidupan
bermasyarakat yang harmonis;

k. mengikuti pelatthan dan bimbingan yang dilaksanakan oleh
Pengelola secara berkala; dan

l. memarkir dan meletakkan kendaraan di area yang teiah ditetapken.

Pasal 26

Penghumi dilararg:

a. memindaltkan hak sewa kepada pihal lain;

b. menyewa lebih dan sata satuan hunian;

c. menggunakan satuan himian sebagai tempat usaha/gudang;

d. mengisi satuan hunian melebihi ketentuan tata tertib
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{2)

mengubah prasarana, sarana dan utilitas Rusunawa yang sudah
ada;

menjemur pakaian dan lminnya di [uar tempat yang telah
ditenrukan;

berjudi, menjual/memakai narkoba, minuman keras, dan berbuat
maksiat;

melekukan kegiatan yang menimbulkan suara keras/bising, bau
menyengat, termasuk memelihara binatang pelibarasn  yang
mengeangey keamanan, kenyamanan dan ketertiban linglcungan;
mengadakan kegiatan organisasi terlarang sebagmimana diatur
peraturan perundang-undangan yang berlaku;

memsasak dengan menggunakan kayu, arang, atau bahan lain yang
mengotori ingkungan,

membuang bends-benda ke dalam saluran air kamar mandi/WC
yang dapat menyurnbai saluran pembuangan;

menyimpan segala jenia bahan peledak, baban kimia, behan bakar
atau bahan terlarang iainnya yang dapat menimbulkan kebakaran
atau bahaya lain;

. mengubah konstruksi bangunan Rusunawa; dan

meletakkan barang-barang melampaii daya dukung bangunan
yang ditsntukan.

Bapan Kelima
Pendampingan

Pasal 27

Pendampingan kepada Penghuni dilakukan oleh Pengelola bersama
lembaga terkait.

Pendampingan dilakukan dengan cara sebagai beriloet:

a. mendampingi Penghuni dalam proses kehidupan dan
penghidupan «i Rusunawa sertn bertindak selaikn mediator
antara Penghuni dengan Pengelola;

. melakukan pendampingan  kepads Penghuni  termasuk
memberikan saran dan pertimbangan kepada pars Penghuni
dalam menjalankan usahanya;

¢. membantit Penghuni dalam mengembangkan pola pembiayaan
dan pengelolaan usaha bersama agar diperoleh pole yang paling
menguntungkan dan efisien dalam pelaksanaarmysn; dan

d. membangun kemandirian dan kebersamaeaan Penghuni dalam
hidup di Rusunawa yang bertanggung jawab dengan etika sosial
budaya beangsa Iodonesia serts menumbuh  kembanglan
kesadaran, semangat dan kemampuan untuk menjaga
ketertiban, keamanan, kebersihan dan kenyamanan dalam
Rusunaws.



(1)

(2)

(3)

{4}

{1}
{2}
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BAB V
PENATALISAHAAN KEUANGAN

Paxnl 28
Sumber keuangan untuk kegiatan pengelolaan Rusunawa dipereleh
dari:

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
vang jaminan;

tarif sewa Saruzunawa;

hiaya dendn; dan

usaha-usaha lgin yang sah.
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Usaha lain yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e

antara lain:

A, penyewaanh ruang serbaguna; dan/atau

b. permanfaatan ruang terbuka untuk kepentingan komersial di
lingkungan Rusunawa.

Pendapatan dari tarif sewe Sarusurawa, biaye denda dan usaha-
usaha lain yanp sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c,
hurif d dan huruf ¢ merupakan pendapatan dacrah dan wajib
disetor ke rekening kas daerah.

Pengelolaan  keusngan dilalkiken Pengetola sesuai peraturan
perundang-undangan.

Pasal 2%
Tarif sewa Sarusunawa ditetapkan oich Bupati atas usul Pengelola.

Besaran taril  sewa Saruaunawa, ditetapkan dengan

memperhatilean:

a. besaran tarif sewa disesuaikan dengan daya beli kelompok
sasaran dan dibatasi palng tinggi 1/3 (sepertiga) dari Upah
Minimum Kabupaten ([JMK] yang berlaku di Daerah; dan

b. perhitungan hesaran tanf sewa discsuaikan dengan pengeluaran
biays. operasional, bieya pemeliharaan Rusunawa, termasuk
perhitungan skalasi harga karena inflasi.

c. dalam hal calon Penghuni tidak memiliki kemampuan
membayar sewa yang ditetapkan, Pengelola dapat metakukan
subaidi silang atau mengusahakan subsidi maupun bantuan
dari sumber lain.

Besaran tarif sewa BSarusunawa sebagaimana dimaksud pada
ayat {1} ditetapkan dengan Peraturan Bupati tersendin.



(1)

(2)

(3)

(1)

(2)
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Pasal 30

Pemanfaatan pendapatan pengelojaan Rusunawa berupa tarif sewa
Sarusunawa, biaya denda dan usaha-usaha lain yang sah
sebagaimana dimeksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf c, huruf d
dan huruf e dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan yang mengatur pengclolaan keuangan Daerah.

Pemanfastan pendapatan Daerah yung berasal dari hasil sewa

Sarusunawa diprioriteskan untuk:

a. kegiatan operasional, pemeliharaan dan perawatan Rusunawa,

b. pemasaran, pendampingan penghuni, pemeliharaan, perawatan,
perbaikan, penggantian suku cadang, pembayaran kewajiban
atas beban bisya operasi serta pemupukan birya cadangan; dan

¢. pemanfaatan uang jaminan untuk membayar tunggakan biaya
sewn, listrik, air bersih/minum serta biaya lainnya yang belum
dibayar penghumi.

Pengoperasian dan pengendalian bieya pemeliharaan dilaksanakan

oleh Pengelola dengen berpedoman pada ketentuan peraturnn
perundnag-undangan yang beriaku.

Pasal 31

Penatausahaan dan pertanggungiawaban keuangan Rusunawa
dilaksanakan berdasarkan ketentuan persturan perundang-
undangen di bidang perbendaharaan Negara.

Semua bentuk kondisi keuangan wajib dicatat dan dilaporkan
sesuai dengan Standar Akuntansi Pemenntah.

BAB V1
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 32

Penghuni yang melanggar ketentuan sebagaimana yang dimaksud
dalam Pasal 25 dan Pasal 26 dikenakan sanksi administrasi
berupa.:

teguran secars lisan;

teguran accara tertulis;

pengenaaan denda;

pembongkaran, danfatau

pemutusan perjanjian sewa menyews.

fRoOP



{4) Tepuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1} huruf a dan hunt b
dilakukan oleh Pengelola dengan cara persuasif, paling banyak 3
[tiga) kali berfurut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 7
(tujuk) hari.

(5) Denda eebagaimana dimaksud pada ayat {1} huraf c berupa

pembayaran sejurnlah uang sesuai pelanggaran atau penggantian
cleh Penghuni.

(6] Pembongkaran scbagaimana dimaksud pada ayat (i) hurai d
berupa pengembalian fisik atau fungsi yang dilakulan terhadap
perubahan fisik bangunan etau fungsi pemanfeatan ruang oleh
Penghuni.

(7) Pemutusar perjanjian sewa menyewa scbageimana yang dimaksud
pada ayat (1) huruf e dilskukan sepihak oleh Pengeloia atas
pelanggaran yang dilakuksn Penghuni, apabila Penghuni tdak
melaksanakan teguran tertulia dari Pengelola.

{8) Denda, pembongkaran dan pemuiusan perjanjian sewa menyewa
sebaganimans dimakeud pada ayat (3), ayat (4) dan ayat {5}
ditetapkan oleh Pengelola.

BAB VII
PENGEMBANGAN BANGUNAN
Pagal 33

Pengeicla dapat mengusulkan untuk melakukan penambahan
bangunan Rusunawa dan sarana yang belum tersedia dan/atau belum
terbangun dan/atau masih ada permintaan pesar dan apabila masib
tersedig lahan di lokasi pengelolaan dengan tetap memperhatiken
kenyamanan Penghuni.

Pasal 34

(1) Pengelola diperbolehkar melakukan penambahan komponen
bangunan Rusunawa untuk melengkapi dan menyempurnakan
bangunan Rusunawa yang ada.

(2} Penambahan komponen bangunan Rusunawa scbagaimana
dimaksud pada ayat (1) dapat dilakuksn apabila komponen
bangunan Rusunawa tersebut tidak ada dalam perencanean
pembangunan dan diperiukan setelah bangunan Rusunawa
difungsikarn,




BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 35
Penghunt yang telah menernpati Satusunawa se_bclum _berlqku{lya
Peraturan Bupati ini, ditetapkan sebagai Penghum sesum perjanjian

sewa menyvewsa yang telah ditandatangani, dengan ketentuan wajib
menyesuaikan berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Bupat ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 36
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahksn pengundangan
Peraturan Bupat ini dengan penempatannya dalam Lemberan Deerah

Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di Purworejo

pada tanggal 10 PEBRUARI 2016

Pj. BUPATI PURWOREJOQ,

Ted.
AGUS UTOMO

Diundangkan di Purworejo
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJQ,

TRI HANDOYCY

BERITA DAERAH KARUPATEN PURWORE.JO
TAHUN 2016 NOMOR 2 SERI E NOMOR 2
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